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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
/ Q."

Pemalang, 18 M éei ﬁ995..<

" Nomor 188.3/.3309 fHk. K e p ad a
_ Lampiran ¢ 1 (satu) Ex. = Yth,1. Bp.Gubernur Kdh Tingkat
Perikel = ¢ Pengundangan Perda ~Jawa Tengah di Semarang ;

"~ Kabupaten Dati II o gt ‘ b i L
" Pemalang Nomor k4 2. ¥a Ingspektorat Wilayah

ikis . A ‘ , Prop.Dati I Jateng di Se-
@’ Tahun .1995-  marang ;

.

3. Pemb.Gubernur Jateng un -
tuk Wilayah Pekalongan. ;

4, MUSPIDA Kabupaten Dati IT -
. Pemalang ;-
 4 : ' 5. Ketua Pengadllan Negeri - E
E Pemalang ; - : S
6. Ketua DPRD Kabupaten Dati
IT - Pemalang -

7. Semua Anggota DPRD Kab Da-
: ti II Pemalang :

© 8. Ka Itwil Kab Dati IT Pml j

‘9. Ketua BAPPEDA -Kab Dati II‘~
~ Pemalang y ’

-~ - o 710, Semua Ka Dinas/Instansi/ =
- g PR N Kantor se~Kab Dati II Pml'5

'i::‘ O 1i.mSemua Pemb,Bupati dan Ca -
: E N " mat se—Kab Dati IT Pml,

- 12. Semua Kabag pada Setws.lda S
Tlngkat II Pemalang § 77

13. Semua Kepala Desa/Kefﬁ' o
rahan se~Kabupaten Datl II*v
P ema la n g. .

B
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Bersama ini kami sampalkan dengan hormat Perda Kabupaten
Daerah Tingkat IT Pemalang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaar
‘Daersh Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daersh
Tingkat II Pemalang, yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala -

Daerah Tingkat II Pemalang dengan persetujuan Dewan Perwakilan-

Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalahg pada tanggal ~

15 Pebruari 1995 Perda tewsebut telah disahkan Gubernur Képala-
Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 7
Aprll 1995 Nomor & 188.3/75/1995.

Selanjutnya Perda tersebut telah diundangkan oleh Sekreta
ris Wilayah / Daerah pada tanggal 21 April 1995 dan dimuat dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II:Pemalang Nomor ¢ 3

Pod

Seri B Nomor : 2.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

hn, BUPATI KEFiLi DAERAH TINGKAT TI

P 5;‘MOELJONO
F
ﬁ"’ A Pé&}bxna Utama Muda :.

: "UNIP. 500 029\622.
TEMBUSAN : dikirim kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kdh Tingkat II Pemalang ;
2. Kasubag T U Setwilda Tingkat II Pemalang ;
30 b v 5 1 . p.-

§!
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Menimbang

- o N
LiMi3aRAN DAERAH KABUPAT

NOMOR 3 TAHUN 1995 SERT B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Qe

D

NOMOR % TAHUN 1995
TENTANG

vPERUS’%HAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT " BANK PASAR "

- KABUPATEN DaERAH TINGKAT IT PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATT KEPALS DAERAH TINGKAT II 'PEMALANG

bahwa  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Taw
hun 1992 tentang Bank Perkrediﬁén Rakyat dan Per =
ature;.n Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun 1993 ten-
tang Perusahaan Daerah Eank Perkreditan Rakyat, Lem
bagadBadan/Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah
bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusshaan Dae - -
rah Bank Perkreditan Rakyat ; | -
bahwa sehubungan tersebut diatas, maka Peraturan - A
Déerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalamg Nomor 5

" Pahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Ka-

bupaten Daerah Tingkat IT Pemalang sebagaimana ¥ele
lah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupa - .

" ten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahuz 199

dan Kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

' Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1993, perlu ditin

jau dan mengatur kembali dalam Peraturan Daerah ba=
ru- : - .
L 4
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Undang-undang Nomor 1% Tehun 1950 tentang Pem-

bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ling-
kungan Propinsi Jawa Tengah jwncto Peraturan

. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pene ~

2e

3

tapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13
_Tahun 1950 .3

Undang~undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Per-
usahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Ine

donesia Tahun 1962 Nomor 1C Tambahan Lembaran

>

Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po =

" kok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran -

Negara Republik Indonesia Tahun. 1974 Nomor =

38, Tambshan Lembaran Negara Republik Indone~

sia Nomor 3037 ) ;
L o . . 4
Undang—undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Per

' bankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3472 ) 3

Peraturan Pemerintah Nomor‘71 Tahun 1992 ten

 tang Bank Perkreditan Rakyat ( Lembaran Nega

ra Republik Indonesia Tahun ﬁ992 Nomor 118 =

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone51a

Nomor 3504 ) g

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

- 199C tentang Pengelo’aan Kekayaan Daerah ;

<

7. o e o8 u o o (3)
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Per
wsahswn Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

3
Keﬁutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang -

, Bentuk Peraturan Daersh dan Peraturan Daerah Pefuhahan 3
9

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK ¢19/1993 tentang -
Bank Perkreditan Rakyat 3

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pe-

lakéanaan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 1993
tentang Perusshaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae-
rah Tlngkat Iz Pemalang.

M EMU T U.SKAN :

Menetapkan : ‘PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMA -

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

LANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAK=
YAT " BANK PASAR " KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMA-
BAB I
'KETENTUAN UMUM
Pasal §

a, Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemslang H

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatén‘Daerah'Ting-
kat IT Pemalang 3 ' |

¢, Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tlngkat -
ITI Pemalang A; '

‘d. APBD . ‘0 e o o » o'; (L")O
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de APBD adalah drnggaran Pendapatan dan Belénja Daerah Kabupa-‘
ten Daerah Tingkat II Pemalang 3§ A .

Ne. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Per-_>
kreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang milik Penerintah Daerah yang modalnya baik'selu.-
ruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipi‘
sahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR " Bank Pasar " ;

f. Direksi adalah Direksi PD. BPR " Bank Pagsar "' 3

et

ge. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD, BPR " Bank Pasar'"j .,
h. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR " Bank Pasar ",

~ BA4AB IT
PERUBAHAN/PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

‘Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pema
lang.yahg didirikan dengan Peraturan Daerah‘No@or 5 Tahun 19-
8k tentangﬁPerusahaah Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Ting
kat II Pemalang dlubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR ' Bank

Pasar .

, sal 3 _ -
'(1) PD. BPR. " Bank Basar " berkedudukan di ibu kota Kabupaten
Daerah Tlngkat 11 Pemllang.
(2) PD. BFR " Bank Pasar ' dapat membuka Kantor Cabang,Cabang
: Pembantuv\Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Dae -
“ rah, Keéamatan dan Desa=desa, sesual dengan ketentuan =
~ yang berlaku. - v v ' .

¢

CBAB IIT e e . v o . (5). -
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BAB III
l}m‘ MAKSUD DAN TUJUAN
- Pagal L4

PD. BPR " Bank Pasar " dalam melakukan usahanya berazasksn Demo-

krasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD, BPR " Bank Pasae ' didirikan dengan‘maksud'dan tujuan untuk

membantu dan mendorong pertumbuban perekonomian dan pembangunan-

Daerah disegala bidang serta_sebagai salah satu swmber pendapat-
an Daerah dalam rangka meningkgtkan taraf hidup rakyat.

3AB IV
TUGAS, DAN USAHA
Pagal 6

PD. BFR " Bank Pasar " merupakan salah satu alat kelengkapan Oto-

nomi Daerah dibldang keuangan/perbankan dan mengalankan usahanya
sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagalmana ditetapkan dalam Per . -
aturan Perundang—undangan yang berlaku

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tuJuan sebagalmana dlmaksud Pasal 5 Per

aturan Daerah ini, PD. BPR " Bank Pasar " menyelenggarakan usaha~

usaha antara laln :

=1

be

de

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan'Depg

sito Berjangka 3 | : ,, o
Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap -
Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah 3

Melakukan kerja sama antar PD. BPR " Bank Pasar " dan dengan

Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya

Menjalankan usaha-usaha Perbankan lalnnya sepanaang tidak ber- -

: tentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
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BAB V
HODAL
Pasal &

(1) :odel dasar PD. BPR " Bark Pasar " ditebapkan sebesar

(2)

(3)

()

Rp. 500.000,000,~ ( Lima Ratus Juta Rupich )s -

Modal disetor PD, BPR " Bank Pasar b adalah 'sebesar -
Rp. 60 000,000, ( Enam Pulun Juta Rupish ).

todal PD. BFi ¥ Dank Pasar ¥ nerupaxcan kekayaan Daerah
yang d_lp:\.sah&an. ‘ »
' Pasal 0 ,

rembman modal dasar sebagaa.mana dimaksud Pasal & ayat

(1) Peraturan Dat,rah ini- ditetapkan dengan Peraturan -

" Daerah.

e

(2) Penambahan mpdal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8

ayat (2) Peratufan Daefah ini sampai dengan t.er;ﬂenu}ﬁ_nya
modal dasar ditetapkan dengan Surat I&enutusan Bupati Ke-
pala Daerah yang d.lanagaxkan dalam APED den atem dari -

: sumber keu angan lainnya,

N 1  BAB VI
' PEGURUS DAN PEGKHAL
Bagian Pertama =
Direksi ’ ‘ x

Pasal 10

ﬁ,l) PD. IPR " Bank Pasar " dipimpin >leh Direksi yang terdi-

ri deri seorang Direktur Utama dan seorang Direktur.

(2) 0 e e .o (D).

1
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(2)

PO ' ST 7 i
Dlreks:\. bertanogtmg Jjawab kepada Bupa*b:. Kepala Daerah mela -

" Jui Dewan Pen awas.

(3)

(%)

-

> (5)

(6)
ini terjadi setelsh pengengkatan, untuk melanjutkan jabatan—
‘nya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerahs

(7

Anggota Direksi dilarang merangkap peker,]aan aban jabalan Ek

sekutif lainnya. )

Anggota Direksi bertempat t:uxg&al d:.tempat kedudukan PD. BPR

" Bank Pasar ",

Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi"
- dan’ Anggota Dewan Pengawas, tidak boleh ada hubungan keluarga

: oampal derajat ket.:.ga baik merurut bar:.s Iurus maup\m kesam—

ping termasuk menant.u dan ipar,

Apabila hubungan keluarga sebagaimena dimaksud éy_at (5) Pasal

Anggota Direksi tidak boleh mempunyéi' kepentingan pribadi . -

~ baik 1angs'ung maupun tidak langsung pada PD. EPR " Bank Paser

" atan Badc.n Hukm/pemrangan yang diberi krvedit PD. BPR =~
n Bank Pasar ", , ' -
- Pasal 11 .

Yang dapat dn.angkat menJad;L A.ngp'ota Direksi adalah Warga Negara

Indonesia yang memermhi persyararban sebagad bern.lmt : ;

ae Memilild keshlian dibidang perbankan, sekurang—-lmrangnya 1 -

( satu ) tahun dalam operaa:u)nal Perbankan

ba Mempunyal ahlak dan moral yang baik

‘C.oo.oaoooova(u)o
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Setia dan taat kepada Negaré dan Pemerimtah ; ,
Tidak terlibat baik secara-langsﬁng maupun tidak langsung
dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara 3
Tidak dieabut hak ﬁilihnya berdasarkan Keputusan Pengadil
an § ' |
Sehat Jasmani dan rohani.
‘ Pasal 12 -
inggota Direksi diangkat oleh Bﬁpati Kepaia Daerah atas.
usul Dewan Pengawas untuk masa jabafén selama—lamanya ly
(empat)‘tahun dan dapat diangkat'kembali setelah masa ja
batan dJdimaksud berakhir, . | ‘
Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang ‘-f
Pengangkatan Anggota Difeksi ditetapkan, terlebih dehulu
dimintakan pertimbangan”dari~Kepala Cabang Bank Indonesia
‘setempat.k | ’ '
Setlap permlntaan pertlmbangan sebagalmana dinaksud ayat
(2) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Cabang Bank In - A
donesia di lampirkan keterangan/identitas dari calon Aing
gota Dlrek51 yang bersangkutan berupa
a._Surat Keterangan Bupatl Kepala Daerah tentang tidak -
ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 -

'ayat (5) Peraturan Daerah ini ;

be Surat keterangan lolos butuk dari Instansi/Lembaga di

mana yang ‘bersangkutan bekerja, apabila calon berasal »
'darl luar Pemerintah Daerah ‘dan atau PD, BPR ‘

. " Bank Pasar " ;;

< - . C..Daftarfq c o o o 9(9)-w
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c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pe -

ngalaman kerja 3

~d, Daftar Penilaian Pelaksanann Pekerjaan (DP3) dari Instansi =

yang bersangkuﬁan atau keterangan dari Instansi calon yang
: méiiputi'léyalitas; disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan |
kepemimpinan. ' . ' \
Keﬁal;‘”abang Bank Indonesia berdasarkan data yang’ada; memberi
kan pertlmbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat oalon Direk
si yang dlusulkan sebagai Anggota Dlrek51.

Bupatl Kepala Daerah setelah menerima pertlmbangan darl Kepala

Cabang Bank Indonesla segera *mererbitkan Surat Keputusan Bupati -
Kepala Daerah tentang Penangkatan anggota Dlrek51.

o Pagal 13 .
Sebelum menjalankén tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil=

* sumpah Jabatan oleh Bupatl Kepala Daerah.

(2)

N

Setlap pengangkatan hnggota Direksi PD. BPR " Bank Pasar Ymilik
Pemerintah Daerah dlberltahukan kepada Gubernur Kepala Daerah-
Tingkat I Jawa Tengeh, Menteri Dalam Negeri Cg. Direktur Jendral

Pemerintah Umum dan Otonomi>Daerah dan‘Kebala Cabang Bank Indo =

nesia.
Pasal 14

Tata Cara dan Tata Tertib menaalankan tugas Direksi ditetapkan oleh

Bupatl Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

(1
- (2)

] Pasal 15 : . S
Direksi mengdrus kekayaan PD. BPR " Bank Pasar ", - '

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdaserkan Per -
aturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi denganlpersetu~

juan Bupati Kepala Daerah melalui Dewan>Pengawas.

(3) v o v oo soeaes (10,
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" (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD.
BPR " Bank Pasar Y dengan persetuguan Bupat1 Kepala Dae=-
‘ rah setelah mendengar pertlmbangan Dewan Pengawas.'
| Pasal 16 |
(1) Direksi mewakili PD. BPR " Bank Pagar " dl dalam mawpun
diluar pengadilan, ' : o
(2) Apabila dipandang perlu Direksi'dapat menunjak seorang -
kussa atau lebih untuk mewakili PD. BPR " Bank Pasar "
sebégaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. -
Pasal 17 .
Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah.aéés -
pertlmbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagal-
berikut : o
a. Membuka Kantor Cabang,. Cabang Pembantu, Kantor Kas atau -
Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan yang-
berlaku 3
b, Membeli, méhjuél atau'dengan cara lain untuk mendapatkan
atau melepaskan<hak atas barang=barang Inventaris mklik
PD., BPR " Bank Pasar " sesuai Qengan ketentuan yang ber-
laku ‘
c. Menggadaikan barang-barang milik PD, BPR " Bank Pasar ',
: : Pasal 18
(1) awggota Direksi béihent{ karena @
' 2. Masa jabatan berakhir
be Meninggal dunla. A
(2) Anggota Dlrek51 dapat dlberhentlkan oleh Bupati Kepala=
lDaerah karena K

as Permintaan sendiri j b '(11)A.
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(3)

(k)

- 11 =
b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR "Bahk Pasar" 3
oi_Melakukén tindakan atau bersikap yang bertentangan de -
' ngan kepentingan Daerah atau Negara j;
d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksana-
kan tugasnya secara wajar. |
. E | Pasal 19

~ Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b, ¢ dan d Peraturan Dae-
rah ini diberhentilha sementara oleh Bupati Kepala Daerah -
atau usul Dewan Pengawas., | - ‘
Bupati Kepala Daerah’memberitahukan secara tertulis pember-
hentian sementara sébagaimana’dimaksud ayat (1) Pasal ini -
kepada yang bersargkutan disertai alasan~-alasannya.

Pagal 20 4 |

Selambat-la@batnya 1 (satu) bulan sejak pembefhentian sémen

tara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri -

oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang;bersapgs
kutan dibeyhentikan'atau.diréhabilitér kembali.

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimapa dimeksud =
ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidang
an, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum,
Apabila dalamvpersidanganwéebagaimana dimaksud ayat (1) Pa-
sal ini Anggota Direksi tidak hadir, naka yang bersangkutan
dianggap menerima keputusan yang diﬁetapkah~oleh Dewan Penga
was, ' : ' , ’
Keputusan Dewan Pengawas sebagaimaha dimaksud ayat»(B)Pasal
ini ditetapkan dengah Keputusan Bﬁpati Kepala Daerah,

(5.)‘00'10000 (12).
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(1)

(2

- 12 - | \
Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksl me
rupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan dlberhentlv E
kan dengan didak hormat.

Pasal 21
Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat—lambatnya -
15 ( lima belas ) hari sejak diterimanya Surat Keputusan

'Bupati Kepala Daerakh tentang Pemberhentlan, dapat menga=

jukan keberatan ‘secara tertulis kepada Bupati Kepala Dae
rah, | s ' -
Selambat-lambatnya 2 ( dua ) bulan seaak diterlmanya per
mohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambll-

keputusan apakah menerlma atau menolak permohonan kebe -

. ratan dimaksud.

(3)

)

(2)

Apabila dalam waktu 2 ( dua ) bulan sebagaimana dimaksud

ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil- ‘

keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan
Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunya1 ke
kuatan hukum yang tetap. _
Bagian Kedﬁa‘
Dewan Pengawas
Pagal 22 .
Dewan Pengawas menetapkaﬁ kebijaksanaan umum, menjélan-
kan pengawasan dan pengendallan gerta pemblnaan ¥erha =
dap PD. BPR " Bank Pasar ".
Anggota Dewan Pengawas terdiri dari & (empat) orang dan

salah seorang dlangkat.sebaga* Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dalam L 0(13)1
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£3) Dalam menjalankaﬁrtugasnya Dewan Pengawas bertanggung Jawab
kepada Bupati Kepéla Daerah, ‘

,(4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota

" Dewan Pengawas denganiAnggota Direksi tidak boleh ada hubung -
an keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

"~ (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pa=.
sal 1n1 terjadl sesudah pengangkatan, maka untuk melanautkan .
gabatannya dlperlukan 131n tertulis dari Bupati Kepala Dae - -
ran.\ .

(6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pri
badi baik secara'langghng maupun tidak langsung pada PD,BFR
" Bank Pasar " atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kree
dit oleh PD. BPR " Bank Pasar ",
. Pasal 23 4
: Yangbdapaf diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut i ‘

_ a. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan dedikasi, ahlak dan

 moral yang baik serta'mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati

. Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR ' Banke

Pasar " ' . ' .
b Tidak pernah melakukar kegiatap atau tindakan yang tercela 3
_Coe Tidak terllbat baik secara langsung maupun tidak langsung -
terhadap setiap keglatan pengkhianatan kepada Negara H
d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadllan H

e. Sehat Jasmanl dan rohani,

Pasal 2k . . . . . L(AB),
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’ Pasal 2k
Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah
untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tabun dan da -
pat d1angkat kemball setelah masa jabatan dimaksud ber e= :
akhir. ' ‘ »
Sebelum menjélankén‘tugas Anggofa Dewan Pengawas dilan#ik )
dan diambil_sumpah'jabatan oleh'Buﬁati Kepalé baerah.
Setiapipengangkatan Apggota Dewan Pengawas PD, BPR "Bank-
Pasar " milik Pemerintah Daerah diberitahukén kepada Gu -
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam
Negeri Cq,’Direktur Jendral Pemerintahan Umun dan Otonomi
Daerah dan Kepala Cabﬁng Bank Indpnesia.‘

' pasal 25

Tata Cara dan Tata Tertid menjalankan tugas Dewan Pengawas di -

»tetapkan -oleh Bupat1 Kepala Daerah.

[€))

@

- (3)

(4)

o ~ Pasal 26
Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengaﬁasén terhadap se
mua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BER "Bank Pasar ",
Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat di jalankan secara :
a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan i
b. Insidentil atau sewaktu—waktu dlpandang perlu menurut
pertlmbangan Dewan Pengawas dalam mengalankan tugasnya.
Dewan FPengawas dapat menns jals seorang Ahli atau lebih. :
untuk melaksanaken tugas tertentu, atas biaya PD. BPR -
" Bank Pasar ' ., _ :
Apabila dipandang‘perlu Bupati Key la Daerah dapaf memben

tuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas,‘a—

tas biaya PD, BPR " Bank Pasar ',
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Pasal 27
Anggota Dewan Pengawas berhenti karena 3

a. Masa Jabatannya berakhir

‘b, Meninggal dunla.:

Anggota Dewan Pengawas dapat dlberhentikan oleh Bupati Ke
pala. Daerah karera .
a. Permintaan sendiri -

b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR "Bank Pasar ';

“c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan de-

ngan kepentingan Daerah atau Negara 3
d.\Sesuatu hal yang mengaklbatkan ia tidak dapat melaksana

kan tugasnya secara wagar.

Pasal 28 .
Anggota DeWan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan se-
bagaimana tersebut Pasal 27 ayat (2) huruf b,c dan- d‘Per -
aturan Daerah ini diberhentikan semehtara oleh Bupati Kepé
la Daerah, A o _
Bupati Kepala;Daerah memberitahukan secara tértulis pémber—
hentian sementara sebagaimana dlmaksud ayas (1) Pasal ini =
kepada yang bersangkutan disertai alasaupalasannya.v
. Pasal 29

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan se;ak pemberhentlan semen
tara Bupati Kepala Daerah sudah melakukdn' sidang yang diha-

-diri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah =

yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
(2) e o ‘s’ & & €& @ 0(16)0
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(3
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(1)

(2)

(3

16 -
Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum melaksa~
nakan sidang maka Surat Pémberhentian Sementara batal -
demi hukum. ' , ' , |
Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat-(1)Pééal
ini Anggota‘Dewan Pengawas tidak hadir, makd yang ber =

sangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan -

. dalam sidang.

Keputusan sidang sebagaimana dimaksud‘ayat (3) Pasal -

" ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala -

Daerah. ’ - N

Passl 30 -
Anggota Dewan Pehgawas yang dibérhentikan, selambat-lam
batnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Ke-
putusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentlan, da-
pat mengaaukan keberatan secara tertulis kepada. Bupatl-
Kepala Daerah. '

Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya per=-

mobonan keberatun, Bupati Kepala Daerah'andah mengambll .
Keputﬁsan'apakah menerima atau menolakvpermohonan kebe—l
ratan dimaksud.

Apabila dalam waktu. 2 (dua) bulan sebagalmana dimaksud
ayat (2) Pasal ini Bupatl Kepapa Daerah belum mengambll’

) Keputusan terhadap perachonan keberatan, maka Surat Ke

pﬁtusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhenfian mem

punyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal _31 e« B e o+ s 9 -(17)0



http://jdih.pemalangkab.go.id/

(1)

(@

I

(

(1)

(2)

(1

- 17 -

: >'Pasa1 31 .
Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditg
tapkan oleh Bupati Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR "Bank?

!

" Pasar ',

Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi déngan perse~ -

twjuan Bupati Kepala Daerah atas pértimbangan Dewan Pengawas

BAB VI
DANA PENSTUN DAN TUNJANGAN HART. TUA
Pasal 32

PD. BPR " Bank Pasar " wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tup
jangan Hari Tua bagl Direksi dan Pegawai FD. BPR ﬁBank Pasar.
" yangrmerﬁpakan kekajaén-PD, BPR " Bank Pasar " yang dipi =
sahkan. | | ’ "‘ v

DanalPensiun dan Tunjangan Hari Tua dimaksud ayat (1) ?asal ;

ini bersumber dari :

-a« Turan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pe-

gaWai PD. BPR ' Bank Pasar " H

b. Bagian dari dana késejahteraan H

¢, Usaha-usaha lain yang sah.

B AB VIII _
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 33

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ber’ =~
akhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggar-
an PD. BPR " Bank Pasar " kepada Dewan Pengawas untuk menda-

pat pengesahan.,
(2) . L] _' L] K] L] » L] (18)'

EY
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Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas
tidak mengemukakan keberatan: maka Rencana Kerja Tahunan-
dan Anggaran PD. BPR ' Bank Pasar " dinyatakan-berlaku.
Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan'Anggaran PD.
BER ' Bank Pasar " yang terjadi dalam Tahun Buku yang ber
sangkutan harﬁs-mendapat‘persetujuan Dewan Pengawas, |
Réneana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR " Bank Pasar "

yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disam-

‘paikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepa=-

da Kepala Cabang Bank Indonesia.

)

(2)

B AB IX )
TAHUN BUKU DANAPERHITUNGAN'TAHUNQN
Fasal 34

Tahun Buku PD. BPR " Bank Pasar " adalah Tahun Takwin.
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun

 buku Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdi

ri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah di -

Audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan ditg

' ruskan kepada Bupati Kepala Daerah wntuk mendapat penge-

(3)

(%)

sahan.

Neraca dan Perhltungan Laba/Rugl sebagaimana dlmaksud -

yat (2) Pasal ini ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua
Dewan Pengawas atau seorang Anggota.

Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupa~
ti Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada

DirekSi .

(5')..... (19)

Y



hftp://jdih.'pemalangkab'.go.id/

(5)
— (6)
(1)
) “_’(2)
(3)

ae Bagian Laba untuk Daerah 40 4
b Cadangan Um}un 20 <
" ce Codangan Tujuan 20 9
d. Dana Kescjahteraan 10 ¢
cs Jasa Produksi 10¢

- 19 -

Dircksi wajib membuat 'Lapbran Tahunan tentang perkembangan -
usaha PD. BPR " Bank Pasar " .yang tcloh disahkan olch Bupati
Kepala Dacrah wituk disempaikan kepoda ' .
Gubernur Kopala Dacrsh Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam
Negeri Cqe Dircktur Jondral Pemerintahan Umum dan Otonomi =~
Dacrah dan Kepala Cabang Bank Indonesiae
Dircksi wajib mongumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
yang tclah disahkan pada Papzm Pengumuman PD. BPR " Bank =~
Pasar " yang bbrs-\nglm'tan. -
| " BAB X
. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
o Pasal 35 .
Laba .borsih‘ PD. ‘BPR " Bank Pasar " yang tclah disahkan olch
Bupati Kepala Dacrah sctolah dipotong pa.aak, pombam*uma di
totapkan scbagai berikut

-

Bagian Laba untuk Pemerintoh Dacrah scbagaimans dimoksud. a =
yot (1) huruf a Pasal ini dianggarkandalam ayat pencrimaan
A P BD. o

Dana Koscjohtorann dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini ante-
ra lain untuk Dana Pensiun Dircksi dan Pegawai scrta untuk -

perumghan pegawal sosial dan scjenisnyae

(@) e e ()
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(4) Penggunaan Jasa Produksi schagaimana dimaksud ayat (1)
h1u~ufvo Pasal ini ditetapkan oleh Dircksi dongan por =
- sctujuan Bupati Kepala Dacrah.
B4 B XI

TANGGUNG JAWAB DAY TUNTUTAN GANTI RUGIL
Pasal 36

(1) Angpota Dircksi dan zitau Pogawéi FD. BPR " Bank Pasar " :
yang dongan songaja maupun tidak sengaja atau km:-éna - ~
kelalaiannya menimbulkan kerugion bagi PD. BPR " Bank -
Pasar " wajib mengganti kerugian dimaksud. . ' ’

(2) Tatn cara ponyclesaian gasti rugi scbagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini scsuai dongan kotentuan Poraturan -
Porwﬁ'dmighﬁndangan yong berlaku.

 BAB XII
KERJA SANA
o Pagsal 37

PD. BPR * Bank Pasar " dapat mcla.kul«:a.n\ kerja sama deongan

Bank Pombaagunan Dacrsh ( FFD ) dan athu Lembaga Keuangan /

: Pcrba.al«:m dan"Lombaga, lainnya dalam usaha peningkatan modal,~™

manajemen, profesionalisme perbackan dan lain-laii. —
| B4 B XIII |
FEMI3IINAAR
Pasal 38

" Bupati Kopala Dacrah molakukan pombinaan torhadap PD. PR
" Bank Pasar ". ' ’
BAB XIV « « .+ » . (21).
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(4) Panitia Pembubaran PD., BPR " Bank Pasar " menyampaikan per-

- 21 =

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal - 39 , '

(1) Pembubaran PD. BPR ' Bank Pasar " ditetapkan dengan Peratur

Daerah dan berlalu setelah mendapat pengesahan dari- pejabat
yangbberwenang.

(2) Buwpati Kepala Daeréh menu@juk Panitia Pembubaran PD, BPR =

" Bank Pasar '* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

(3) Apabila PD. BPR " Bank Pasar ' dibubarkan, hutang dan kewa-

jiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR " Bank -

\Pasar " dan sisa lebih/knrang menjadi milik/tanggung jawab-

Pemerintah Daerah,

-

tanggungjawaban Pembubaran PD. BPR " Bank Pasar " kepada -

Bupati Kepala Daerah.

Pasal 40

(1) Bupati Kepala Daerah,menyelesaikan kekaryaan Direksi dan Pe

gawai PD., BPR " Bank Pasar " yang dibubarkan,

(2) Pembubaran PD. BPR Bank Pagar " dllaporkan oleh Bupati Ke

pala Daerah kepada ¢

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Téngah,vdengan tem -
busan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Peme
rlntahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank .

Indone81a.
. BAB Xv \
KETENTUAN FERALIHAN

Pasal 41

Semua kekayaan/asset tefmasuk hutang piutang Perusahaan Daerah
Bank Pasar menjadi kekayaan/asset PD, BPR " Bank Pasar " yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI , .. (22).
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BAB VI
. KETENTUAN PEUTUP
‘ Pasal 42
Pelaksanaan Peraturan Daersh ini ditetapkan dengan‘Képutusan_
Dupati Kepala Daerah. " | |
o ‘ Pasal 43 .
Dengen berlakunys Peraturan Daerall ind, meka Peraturan Dae~ ~
rah [abupaten Daerah Tingkat II Femalang Nomo’r 5 Talun 198k,
tentang Perusshaan Daersh Bank Pasar Kabupaten Daersh Ting -
cat II Pemalang, sebagaimana telsh diubsh Pertama dengan Peyr
aturan Daerah Kabupaten baerah Tingkat IT Pemaléng.l'iomor 6
- Tamn 19¢0, dan Kedua dengan Peraturan Daersh I{abupateﬁ Dae—
reh Tingkat II Pemalagg Nomor 4 Tehun 1993 dinyataken tidak
berlaku lagi« _ | |
| Pasal A4
Peraturan Daerah ini milbi berlaku pada tanggal d:x.un--

dangican. .

S~
' Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerint ahkan
pehgundangan Peraturan Daerah i dengan penempatannya dalam

\

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pemalange

e en oo (23)0
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Ditetapkan di. Pemalang.
Pada tanggal 15 Pebruari 1995,

- DEWAIi PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT . PEMALANG

PEMALANG

Ketua,
cap ttd - CAP . ttd
Drse Ho LAS WADI. * Drs, H. SOEWARTONO,

DI S AHEKAN
.- Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah T:.ngkat I
: - Jawa Tengah
Tanbgal 7 April 1995 o ¢ 188.3/75/1995
SEKRETARIS WILAYAH/DAFRAH TIIIGKAT I
' JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum -

CP  ttd
SUTJI ASTOTO, SH
Penata Tingkat I
NIP, 010 088 157.

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

No. ¢ 3 Tgl. ? 2l = L4 -~ 1995
SERI : B No, ¢ 2 :
SEKRETARTS WILAYAH/DIERAH TINGKAT II PEMILING
ttd
Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda

NIP., 500 029 622,
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PENJELASAN.
ATAS.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 1995
PTENTANG
PI‘RUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT " BANK PLSAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT PEMALAKG

I. PENJELASAN UMUM.
N Bahwa untuk mcmngkwtkon portumbmmn dan: pcrkom -
bangan porckonomian Dacrah soria menambah sumber Ponda-~
patan Asl:L Dacrah, maka d:Lpo.nda.ng perlu Dacrah memiliki
B'mk Porkrcdltan R'kaqt. -

Bank Porkrodltan Rakyat mompunyai fungsi utama sc
bagal ponghimpun dan penyalur dona masyéu‘zdmt, momiliki
peranan yang strategis untuk menunjang polaﬂcsan'lan pem-
bzmgman di Dacrah. ,

Doagan dikcluarkannys Feraturan chncr:.nta.h Nomor

11 Tahun 1992 tentang Bank Perkroditan Rakyat dan  Por-
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tontang
Pci‘uScﬁlam Dacrah Bank Perkreditan Rakyat, menycbutkan
antara lain bohwa Bank Pasor diuboh menjadi Bank Por-

lcrcd;ta.n Rakyat.

Schubungan torgobut diatas maka dipandaug poriu
meainjau kembali Pepraturan Dacrah Kabupaton Dacrah Ting
kat II Pomalang Nomor 5 Tohun 1984 tontang Porusahaan -
Dacroh Bank Pasar Kabupaton Dacrah Tingkat II ‘Pomalang
dongan scgala perubahannya men jadi Poraturan Dacrah Koe
bupatea Dacrah Tingkat IT Pemalarng tentang Perusahaon -
Dacrah Bank Porkroditon Rakyat oank Pasar Kabupaten Dag

rah Tingkat II Pcomalang. .
N II. e * o @ (2).
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- IT. PENJELASAN'PASAL DEMI PASAL

Pasal. 1 s/d 6
~ " Pasal 7 a
- '  ' Pasal 7 b

Pagal 7 ¢ & d
Pasal 8  ayat (1)

- Pasal 8 ayat (2)

Pasal 8¢ ayat (3)
Pasal 9 ayat (1)
Pasal 9 ayat (2)

Cukup jelas.

'7Cﬁkup jelas.

Yang dimaksud dengan go'-

longan ekonomi lemah ada-

' lah usaha yang bermodalkan

: setinggi—tingginya‘ Rp -

200,000,000,~ ( Dua Ratus
Juta Rupiah ).

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan modal
dasar. adalah sejumlah mo -
dal yang harus"dipenuhi» é_
leh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud.dengan”modal—
vang disetor adalah sejum=
lah modal yang telah diseé_
torkan dalam rangka pemenuh
an modal dasar. |
Cukup jelas. 

Cukup jelas. o

Yang dimaksud dengan sumber
keuangan lainnya adalah ke
uangan yang ssh dan tidak-
uengikat., -

e ()
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Pasal 10 s/d 34 Cukup jelas.

Pasal 35 ayat (1) a

- Pasal 35 ayat (1) b

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan cadang

an ‘wnum édalah cadangan ~-

yang dibentuk dari penyisig-
an laba yang ditahon atau -

dari laba bersih setelah di

kurangi pajak.

Yang dimaksud cadangan tuju

Pasal 35 ayat (1) ¢
) . an adélah bagian laba setoe
leh dikurangi pajak.yang di-
sisihkan untuk tujuan terten
) tu dan telah mendapat perse
’ tujuan Bupati Kepala Daerah
dan atau rapat umumApeme -

gang saham.

Tujuén tertentu antara lain:
pendidikan, sosial dan dana
pensiun dengan persetujuan-
: ] Badan Pengawas. -
Pasal 35 ayat (1) d dan e - ¢ Cukup jelas.

Pasal 36 s/ d Pasal. 4k

Cukup jelas,

AAFERBREEACOCKEH SRR
o O PR
EEFRRE A I



http://jdih.pemalangkab.go.id//

- 2
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal .1 s/d 6
Pasal 7 a
Pasal 7 b

Pasal 7 c & d
Pasal ‘8 ayat (1)

Pasal 8 ayat '(2) w

Pasal 8 ayaf (3) -
Pasal 9 ayat (1)
Pasal 9 ayat (2)

(2]

[y

Cukup jelas.
Cukup jelas,
Yang dimaksud dengan go -

longan ekonomi lemah ada-

- lah ussha yang befmodalkan- -

‘e .

setinggi-tingginya Rp -

200,000,000, ~ ( Dua Ratus

Juta Rupish ).

Cukup jelas\\.

Yang dimaksuﬁ'dengan modal

dasar adélah sejumlah mo -

dal yang harus dipenuhi o

leh Pemerintah Daeran,

Yang dimaksud dengan modal

yang disetor adalah sejum~

lah modal yang telah dise-

torkan‘dalam.rangka pemenqh

an modal dasar,

Cukup jelas,

Cukup jélas. '

Yang dimaksud deﬁgan sumber

kéuangan lainnya adalah ke

uangan yang sah dan tidake

mengikat., |
N &)
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.o

Pasal 10 e/d 34 Cukup jelas. - B
Pasal 35 ayat (1) a ¢ Cukup jelas. "

Pasal 35 ayat (1) b Yang dimaksud dengan cadang

Y

. an umum adalah cadangan -
yang dibentuk dari penyisih
an laba yang ditahan ‘atau - |
dari laba bersih setelah dl g
kurangi pajak, ‘ ~

Pasal :35 ayat (1) ¢ | ¢ Yang dimaksud cadangan tuju
an adalah»bagian laba setees -
lsh dikurangi pajak.yang di-
sisihkan untuk tujuan terten
‘, . S tu dan teléh mendapat perse
' ' ' | tujuan Bupati Kepala Daerah
‘dan atau rapat umum peme =~

gang saham,

Tujﬁan tertentu antara lain:
pendidikan, sOsiai,dan-dana-f\\
prensiun dengan persetujuan=- ’

. : : -, Badan Penéawas.

Pasal 35 ayat (1) ddane  : Cukup jelas.

Pasal 36 g / d Pasal 44 3 Cukup jelas.

**##**t##scs**t*#***#
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